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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Industri dapat disimpulkan bahwa: 

a. Calon apoteker dapat memahami tugas, fungsi, peran serta 

tanggung jawab apoteker di industri farmasi. 

b. Calon apoteker dapat memiliki gambaran dan wawasan terkait 

permasalahan dan tindakan penyelesaian pekerjaan kefarmasian 

di industri farmasi. 

c. Calon apoteker dapat memahami prinsip CPOB dan mengetahui 

kegiatan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. 

d. Calon Apoteker dapat memahami ilmu pengetahuan di Industri 

Farmasi sehingga siap dalam dunia kerja. 

 

4.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan mahasiswa setelah melaksanakan 

kegitan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Industri oleh 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya secara daring (online) 

adalah sebagai berikut:  

a. Mahasiswa PKPA lebih membekali diri dengan dasar-dasar 

kegiatan kefarmasian khususnya di industri, seperti Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar lebih siap menjalani 

PKPA.  
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b. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai perkembangan yang terjadi di bidang 

industri farmasi sehingga memiliki pengetahuan yang cukup  

c. Mahasiswa PKPA harus berperan aktif dalam melaksanakan 

kegiatan PKPA agar memperoleh semua informasi dan 

pengalaman yang berguna untuk bekal memasuki dunia kerja di 

masa yang akan datang. 

d. Menyediakan video tour laboratorium pada tiap materi dari 

tempat industri agar mahasiswa dapat mengerti secara langsung 

saat PKPA daring seperti saat ini. 

e. Meningkatkan program PKPA secara daring (online) agar lebih 

efektif. 
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